Menimbang

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMORGEE TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, telah
menetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Banyumas;

. bahwa untuk kelancaran penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual mulai 1 Januari 20185,
pada tahun 2014 perlu dilaksanakan penyusunan
laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual dan laporan keuangan
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Kas Menuju Akrual;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2014;
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben-
daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun
2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009
Nomor 3 Seri E);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
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Menetapkan :

11.

Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2010 Nomor 108) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 108 Tahun 2010 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas
(Berita Dacrah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor
46);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2012 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
DAN PELAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
L

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
Bupati adalah Bupati Banyumas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten
banyumas.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menye-
lenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas
pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah adalah perangkat daerah pada
pemerintah Kabupaten Banyumas selaku Pengguna

Anggaran/ Pengguna Barang. v
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan dacrah yang sclanjutnya discbut dengan kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang seclanjutnya disingkat
BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten

Bayumas.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau sctara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas
atau sctara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis
kas, serta mengakui aset, utang, dan eckuitas dana
berbasis akrual.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan APBD berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(SAL), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan
atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,
yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang
selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun
pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA,
koreksi dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
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18.

19,

20.

21.

22,

23.

24,

25.

scluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan
yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
yang penyajiannya  disandingkan dengan periode
scbelumnya,

Laporan Arus Kas yang sclanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan sctara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan,

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat
LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ckuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi
tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,
LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang
memadai.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan
dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian
sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Bagan Akun adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi
terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis
sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan
pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening pada Pemerintah Daerah sebagai
tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh
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Bupati untuk menampung scluruh penerimaan daerah
dan membayar scluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan,

26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD yang
menerapkan Pola Pengelolnan Keuangan Badan Layanan
Umum Dacrah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini meliputi akuntansi, penyusunan dan
penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2014.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas
Pelaporan pada Pemerintah Daerah dalam menyusun
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan
BUD, dan Laporan Keuangan SKPD dalam rangka
meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik
antar periode maupun antar Entitas Pelaporan untuk
tahun anggaran 2014.

b. memberikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan
sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Daerah tahun
anggaran 2014.

Pasal 4

(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran SKPD menyusun
dan menyajikan laporan keuangan SKPD yang terdiri atas
Laporan Keuangan Basis Kas Menuju Akrual dan Laporan
Keuangan Basis Akrual.

(2) Laporan Keuangan Basis Kas Menuju Akrual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Laporan Keuangan Basis Akrual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
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Pasal 5

(1) PPKD menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan
Pemerintah Dacrah Basis Kas Menuju Akrual dan Laporan
Keuangan Pemerintah Dacrah Basis Akrual.

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Basis Kas Menuju
Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Basis Akrual
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan
Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Pasal 6

(1) Laporan Keuangan Basis Kas Menuju Akrual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1)
disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pada Laporan Keuangan Basis Kas Menuju Akrual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5
ayat (1), ditambahkan Laporan Operasional sebagai
suplemen.

(3) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah Laporan Operasional yang disusun berdasarkan
Basis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) dan Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

(1) Laporan Keuangan Basis Akrual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) disusun dan
disajikan dengan berpedoman pada Kebijakan Akuntansi
Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2014, Sistem Akuntansi
Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2014, dan Bagan Akun
Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun
Anggaran 2014.

(2) Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Tahun Anggaran
2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
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pada Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2014
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(4) Bagan Akun Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis
Akrual Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1§ Sgp 2014

BUPATI BANYUMAS,

el

l i ACHMAD HUSER #

71 F U SAPTONO, Msi

Pem*=ila Utama Madya
| NIP 19640116 199003 1 009
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